
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI   SULAWESI   SELATAN

ENCANGAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 18  TAHUN  2J)2S
TENTANG

RENCAr\IA sTRATEGls pERAr\raKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAIIA ESA

BUPATI SIDIENRENG RAPPANG,

Menimbang    :  a.  bahwa untuk  memberikan  acuan  dalam  mengoperasionalhan
kegiatan Rencana Pembangunan dasar subtansi utama tujuan
dan  sasaran  Perangkat Daerah berdasarkan indikator,  target
kinelja serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator
kinelja,  pagu indikatif, 1okasi kegiatan dan kelompok sasaran
berdasarhan strategi dan arab kebjakan Peran8kat Daerah;

b.  bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029
disusun    dalaln    ran8ka    mendukung   pencapaian    tujuan,
sasaran,  arah  kebijakan,  dan  program pembangunan  daerah
sebagaimana tertuang dalam  Rencana  Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-
2029;

c.  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  273  ayat  (1)  Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,   terakhir  dengan
Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2023   tentang  Penetapan
Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang  Nomor   2
Tahun  2022  tentang  Cipta  Kelja  menjadi  Undang-Undang,
Rencana   Strategis   Peran8kat   Daerah    ditetapkan   dengan
Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan;

d.  bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud
dalam  bumf  a,   humf  b  dan  hunif  c,   perlu  menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029;

Mengingat       :   1.Pasal   18   ayat   (6)   Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004    tentang   Sistem
Perencanaan    Pembangunan    Nasional    (Lembaran    Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor    104,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan    Undang-Undang    Nomor    6    Tahun    2023



Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2023
Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6856);

4. Undang-Undang 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng
Rappang   di   Provinsi   Sulawesi   Selatan    (Lembaran   Negara
Republik    IndonesiaTahun     2024     Nomor    329,     Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080) ;

5. Peraturan  Presiden  Nomor   12  Tahun  2025  tentang  Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor  19);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata     Cara     Perencanaan,      Pengendalian     dan      Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah   tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah
Daerah  serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan
Jangka  Panjang  Daerah  dan  rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Keria Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor  1312);

7. Peraturan  Daerah  Sidenreng  Rappang  Nomor  5  Tahun  2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Sidenreng  Rappang
Tahun 2024 Nomor 5);

8. Peraturan  Bupati  Sidenreng  Rappang  Nomor  5  Tahun  2025
tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah   Daerah
Tahun   2025-2029   (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Sidenreng
Rappang Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSRAN:

Menetapkan   :   PERATURAN       BUPATI       TENTANG       RENCANA       STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal  1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.   Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2.   Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah   yang   memimpin   pelaksanaan   urusan   pemerintahan   yang   menjadi
kewenangan daerah otonom.

3.   Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4.   Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,  yang  selanjutnya  disingkat

RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5.   Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional yang selanjutnya disingkat

RPJM  Nasional  adalah  dokumen  perencanaan  pembangunan  nasional  untuk
periode 5 (lima) tahun.

6.   Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah yang  selanjutnya  disingkat
RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode
5 (lima) tahun.

7.   Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur  pembantu Bupati
Sidenreng     Rappang     dan     Dewan     Perwakilan     Rakyat     Daerah     dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8.   Pembangunan Daerah adalah Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.
9.   Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra



PD  adalah  dokumen  perencanaan  Perangkat  Daerah  untuk  periode  5  (lima)
tahun.

11. Rencana   Kerja  Perangkat  Daerah  atau   disebut  Renja  PD   adalah   dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.

12 . Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan
dalam  perencanaan  pembangunan  daerah  karena  dampaknya yang  signifikan
bagi   daerah   dengan   karesteristik   bersifat   penting,   mendasar,   mendesak,
berjangka  panjang  dan   menentukan  tujuan  penyelenggaraan  pemerintahan
daerah dimasa yang akan datang.

13. Visi  adalah  rumusan  umum  mengenai  keadaan  yang  diinginkan  pada  akhir
periode perencanaan.

14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk
mewujudkan visi.

15. Strategi  adalah  langkah-langkah  berisikan  program-program  indikatif  untuk
mewujudkan visi dan misi.

16. Kebijakan  adalah  arah/tindakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  daerah  untuk
mencapai tujuan.

17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program,  dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan  sumber daya baik
yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan
dan   teknologi,   dana   atau   kombinasi   dari   beberapa   atau   kesemua   jenis
sumberdaya  tersebut,  sebagai  masukan  (t.7tpuo  untuk  menghasilkan  keluaran
(ozttput) dalam bentuk barang/jasa.

18. Sub  Kegiatan  adalah  bagian  dari  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  Perangkat
Daerah  sebagai bagian dari pencapaian  sasaran terukur pada suatu kegiatan,
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya personil (sumberdaya
manusia) , barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi
dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut.

19. Indikator kiner].a adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk
masukan,  proses,  keluaran,  hasil,  manfaat  dan/atau  manfaat  dampak  yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

20. Sasaran  adalah  target  atau  hasfl  yang  diharapkan  dari  suatu  program  atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

21. Keluaran  (otttpt/t)  adalah  barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan,  yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan
kebijakan.

22 . Hasil (outco77ie) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

23. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari
beberepa  instansi/pejabat  yang  mempunyai  tugas  dan  wewenang  yang  saling
berhubungan   dengan   tujuan   untuk   menghindarkan   kesimpangsiuran   dan
duplikasi.

24. Program  adalah penjabaran  kebijakan  Perangkat  Daerah  dalam  bentuk upaya
yang   berisi   satu   atau   lebih   kegiatan   dengan   menggunakan   sumber   daya
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi
PD, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 2
(1) Renstra PD  tahun 2025-2029  merupakan penjabaran darn RPJMD  tahun 2025-

2029  yang  memuat  tujuan,   sasaran,  strategi,  arah  kebijakan,  program  dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib
dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

(2) Renstra PD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi kepala
PD  dalam  menyusun  Renja  PD  dan  digunakan  sebagai  bahan  penyusunan
r.avf :AIrigff!n: RIJf pD                                                                                                                       /



Pasal 3
(1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.    Babl     :   Pendahuluan;
b.    Bab Il    :   Gambaran pelayanan, Permasalahan dan lsu strategis perangkat

Daerah;
c.    Bab Ill   :   Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan;
d.    Bah Iv  :   Program,  Kegiatan,  Subkegiatan,  Dan  Kinerja  Penyelenggaraan

Bidang Umsan; Dan
e.    Babv    :     Penutup.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
a.      Sekretariat Daerah;
b.      Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
c.      Inspektorat Daerah;
d.      Badan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
e.      Badan Keuangan dan Aset Daerah;
f.       Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber Daya Manusia;
9.      Badan pendapatan Daerah;
h.     Badan penanggulangan Bencana Daerah;
i.       Badan Kesatuan Bangsa dan politik;
j.       Dinas pendidikan dan Kebudayaan;
k.      Dinas Kesehatan;
I.       Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
in.    Dinas  Bina Marga,  Cipta Karya, Tata  Ruang,  Pertanahan dan Perumahan

Rakyat;
n.      Dinas pengelolaan sumber Daya Air;
o.      Dinas Lingkungan Hidup;
p.      Dinas peternakan dan perikanan;
q.     Dinas Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan pangan;
r.       Dinas Kperasi, UKM, Tenaga Kelja dan Transmigrasi;
s.       Dinassosial;
t.      Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil;
u.     Dinas Komunikasi dan Informatika;
v.      Dinas   Pemberdayaan   Masyarakat,   Desa,   Perempuan   dan   Perlindungan

Anak;
w.     Dinas perdagangan dan perindustrian;
x.      Dinas Kepemudaan, 01ahraga dan pariwisata;
y.      Dinas perpustakaan dan Kearsipan;
z.      Dinas perhubungan;
aa.    Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
bb.   Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
cc.    Kecamatan Maritengngae;
dd.   Kecamatan panca Rijang;
ee.    Kecamatan Baranti;
ff.      Kecamatan Kulo;
gg.    Kecamtan watang sidenreng;
hh.   Kecamatan Dua pitue;
ii.      Kecamatan pitu Riawa;
jj.      Kecamatan pitu Riase;
kk.   Kecamatan Tellu Limpoe;
11.      Kecamatan panca Lautang; dan
mm. Kecamatan Watang Pulu.

(3) Uraian  Renstra  PD   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (1)   tercantum   dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. /



Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ifii deHgafi pefleffip-atamya dalam Berita Daefah Kabup-aten Sideflreflg Rap-Pang.
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